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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Hukum Pidana 

Pengertian Hukum Pidana berasal dari istilah bahasa Belanda 

yaitu Staafrecht, diartikan dalam bahasa indonesia Straaf adalah pidana, 

sanksi, hukuman, sedangkan Recht artinya hukum. Menurut Pompe, 

seorang pakar hukum di Eropa mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah 

keseluruhan aturan-aturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang 

dilarang dan akan dikenakan ancaman atau sanksi bagi seseorang yang 

melanggarnya. 

Hukum Pidana adalah suatu pelanggaran akibat perbuatan atau 

tindakan yang merugikan seseorang disertai sanksi yang telah dibentuk 

oleh pihak yang berwenang, perbuatan atau tindakan ini sering terjadi di 

lingkungan masyarakat, ilmu pengetahuan hukum pidana pada 

hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari, baik ilmu hukum pidana yang 

sedang berlaku (ius constitutum) maupun hukum pidana yang masih 

dicita-citakan (ius constitundeum).1 

Norma atau perilaku ini sangat rentan dengan masa depan bagi 

pihak yang menjadi korban, seseorang bisa saja kehilangan aktifitas 

untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga sanksi pidana telah 

diatur sebelum terjadi perbuatan. Lemaire menyatakan bahwa Hukum 

Pidana norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

larangan (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu 

sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus 

 
1 H. Muntaha, Hukum Pidana Malpraktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, 100.   
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sehingga akan membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan 

suatu tindakan, dan menimbulkan efek jera dan tingkat kesadaran bagi 

yang telah melanggar.2 

 Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah 

keseluruhan hukum yang dianut oleh suatu negara dengan mengadakan 

dasar-dasar dan aturan-aturan guna: 

1. Menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau 

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman maupun 

sanksi berupa pemidanaan bagi seseorang yang melanggar. 

2. Menentukan kapan dan hal-hal apa saja kepada seseorang yang 

melanggar larangan utnuk dikenakan atau dijatuhi pidana yang 

telah ditentukan. 

3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana agar dapat 

dilaksanakan ketika ada seseorang yang telah melanggar 

larangan tersebut.3 

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons 

digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu: 

a) Hukum Pidana dalam arti Objektif 

Hukum Pidana dalam arti Objektif ialah keseluruhan suatu larangan 

dan keharusan atas pelanggarannya oleh suatu negara atau masyarakat 

hukum yang terkait terhadap suatu penderitaan bersifat khusus berupa 

sanksi, serta keseluruhan oleh peraturan pada syarat-syarat terkait akibat 

 
2 Ibid., 
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, 1. 
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hukum yang telah diatur serta keseluruhan peraturan yang telah mengatur 

permasalahan penjatuhan maupun pelaksanaan hukum itu sendiri.  

b) Hukum Pidana dalam arti Subjektif 

Hukum Pidana dalam arti Subjektif dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Hak dari Negara dengan alat-alat kekuasaannya untuk 

memberikan sanksi, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan-

peraturan yang sudah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti 

objektif, maka pengertian hukum pidana dalam arti tersebut 

merupakan peraturan yang mempunyai tujuan untuk membatasai 

kekuasaan negara dalam memberikan sanksi. 

2. Hak dari Negara untuk melibatkan suatu pelanggaran dengan 

memberikan sanksi. Pengertian hukum pidana dalam arti 

subjektif juga disebut sebagai ius puniendi.4 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana adalah sekumpulan 

peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara, yang 

berisi tentang larangan maupun kewajiban dan bagi seseorang yang 

telah melanggar suatu larangan akan dikenakan sanksi. 

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama 

yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. 

Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran 

hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 

 
4 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung Citra, Aditya 

Bakti, 1997, 3. 
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Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau 

dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan 

standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Notohamidjojo 

mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang 

tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk 

kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang 

mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan 

memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut 

Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.5 

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum 

pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan 

larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan 

yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa 

hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang 

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan 

untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang 

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.6 

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu 

ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang 

dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap 

 
5 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi 

Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung, Departemen 

Pendidikan Indonesia UPI, 2003, 6. 
6 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2015, 3. 
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pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum 

Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini 

disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, 

akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan 

menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang 

hukum lain tersebut. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana 

yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana 

bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) 

disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas 

memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang 

melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari 

pemerintah. 

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman 

dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan 

yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak 

beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar 

dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan 

kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. 

Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa 

setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta 

memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja 

yang tidak mau mematuhinya. 

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa 

anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan 

terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para 

pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah 

pertama, untuk menakut nakuti orang agar jangan sampai melakukan 
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kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-

orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi 

orang yang baik tabi’atnya (represif). 

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan 

orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan 

hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang 

mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. 

Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh 

rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:7 

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.  

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang 

bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan 

sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam 

menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak 

tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua 

ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang 

melanggar hukum pidana. 

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas 

dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat 

adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan 

pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan 

dari tujuan pertama 

 
7 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Press, 2010, 7. 
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Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Fungsi yang umum  

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari 

hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan 

fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup 

kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam 

masyarakat 

2. Fungsi yang khusus  

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk 

melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak 

memper-kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa 

pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan 

sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi 

pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) 

sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya 

sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna 

bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-

kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, 

kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran 

terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan 

(menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat 

dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk 

menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, 

bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah 
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subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan 

(dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. 

 

1.2 Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dala m bukunya Asas-

Asas Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi “tindak pidana” 

atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai strafbaar feit, yang 

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.8 

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhi 

pidana pada orang yang telah melakuan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah 

dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi 

pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-

undangan. 

Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga 

pengertian, yaitu: 

 
8 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta, Balai Lektur 

Mahasiswa,.1999, 62. 
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1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam 

suatu aturan undang-undang. 

2. Untuk memnentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh 

digunakan analog. 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 

yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi 

untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya 

yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. 

Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk- bentuk 

kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang 

dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang 

tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum 

sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus 

mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah 

dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar 

bahwa terjadinya tindak pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang 

tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang 

mengaturnya. 

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur 

subjektif dan unsur objektif.9  

 

 
9 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Citra 

Aditya Bakti, 1997, 193. 
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1. Unsur Subjektif: 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan 

termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 

dalam hatinya.  

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau 

culpa); 

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau 

pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 

KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 

terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 

seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 

menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

2. Unsur Objektif 

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 

harus di lakukan. 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai 

seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 

menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 
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pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 

Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 

KUHP; 

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak 

pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 

sebagai akibat. 

Prof Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu 

hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh 

peraturan hukum), unsur ancaman pidana. Tindak pidana selain memiliki 

unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis -jenis perbuatan 

pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 

sebagai berikut:10 

1) Perbuatan pidana (delik) formil, ad alah suatu perbuatan 

pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar -

benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 

undang -undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian 

adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 

KUHP, yaitu mengambil ba rang milik orang lain dengan 

maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan 

hukum. 

2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan 

pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari 

perbuatan itu. Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus 

pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya 

 
10 Ibid., 63. 
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seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan 

seseorang. 

3) Perbuatan pidana (delik) dolus , adalah suatu perbuatan 

pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: 

pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP). 

4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan 

pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya 

mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 

359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan. 

5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang 

memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada 

pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 

mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan. 

6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang 

ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai 

pemberontakanakan penggulingan pemerintahan yang sah. 

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran. 

Kejahatan (recht delict) dirasakan oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan 

dipidana lebih berat daripada pelanggaran. Sedangkan 

pelanggaran (wets delict) adalah perbuatan yang merupakan 

tindak 23 pidana karena dalam undang-undang menyebutnya 

sebagai delik, dengan pidana yang relatif ringan.  

 

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.  
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Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang 

perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, 

bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan ( 

Pasal 160 KUHP ) dan penghinaan ( Pasal 315 KUHP ). Tindak 

pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya 

menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya 

pembunuhan ( 338 KUHP );  

3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan 

Kealpaan. 

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan ( delict dolus 

) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang 

menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk 

mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya 

pembunuhan berencana ( Pasal 340 KUHP ). Sedangkan tindak 

pidana dengan unsur kealpaan ( delict culpa ) merupakan tindak 

pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak 

berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula 

dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya 

pendugadugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-

hatian oleh hukum, misalnya : karena kealpaannya 

menyebabkan matinya orang ( Pasal 359 KUHP );  

4) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa.  

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya 

dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari 

korban, anggota keluarga, dan atau orang yang dirugikan. 

Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, 

diproses, dan diadili walaupun tidak ada pengaduan;  
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5) Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana tidak 

Berlangsung Terus.  

Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak 

pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya : 

merampas kemerdekaan seseorang ( Pasal 333 KUHP ). Tindak 

pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana yang berjalan 

habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya 

: pembunuhan ( Pasal 338 KUHP );  

6) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommissionis, dan 

Tindak Pidana Commissionis per Ommissionis Commissa.  

Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana 

yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan 

undang-undang, misalnya : penipuan ( Pasal 378 KUHP ). 

Tindak pidana ommissionis merupakan pelanggaran terhadap 

keharusan yang diadakan oleh undang-undang, misalnya : tidak 

menolong orang dalam keadaan bahaya ( Pasal 531 KUHP ). 

Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana commissionis 

per ommissionis commissa yaitu pelanggaran terhadap larangan 

yang diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan 

tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan 

kewajibannya, misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya 

dengan tidak memberi susu ( Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP ); 

dan  

7) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan 

Pemberatan.  

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam 

bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, 

misalnya : penganiyaan ( Pasal 351 KUHP ). Tindak pidana 
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dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk 

pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : 

pencurian pada waktu malam ( Pasal 363 KUHP );  

8) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda.  

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang terjadi 

cukup dengan satu kali 25 perbuatan, misalnya : pembunuhan ( 

Pasal 338 KUHP ). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana 

yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya 

: penadahan ( Pasal 481 KUHP );  

9) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.  

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang 

perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang 

diatur secara khusus dalam undang-undang lain, misalnya : 

tindak pidana narkoba. 

 

3.1 Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana  

3.1.1 Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas 

culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa 

asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan 

berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. 

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup 

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious 

liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah 

kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) 

maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan 
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pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut 

dipersalahkan.11 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, 

yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana 

dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan 

keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan 

(opzet) dan kelalaian (culpa), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, 

kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan 

yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan 

dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila 

kesengajaan sep erti ini ada pada suatu tindak pidana, si 

pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan 

adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku 

benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang 

menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. 

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini 

ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi 

 
11 Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, 23. 
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ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 

itu. 

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan 

ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian 

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk 

dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang 

dilakukannya. 

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, 

bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan 

senga ja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu 

(quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa 

mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat 

dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana 

ialah perbuatan ketidak hati -hatian itu sendiri, perbedaan antara 

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan 

akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi 

yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan ke lalaian itu sendiri sudah 

diancam dengan pidana. 

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu: 

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana 

diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada 

terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena 

perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. 
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Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang 

seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya 

pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena 

perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai 

pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal 

mana sikap berbahaya. 

2. Tidak mengadakan penghati -hatian sebagaimana 

diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada 

tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, 

kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan 

yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan. 

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah 

suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang 

terjadi atau tidak.Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa 

tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah 

ditentukan dalam Undang-Undang. 

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya 

seseorang yang melakukan perbuatansebagaimana yang telah 

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan 

ini dia mempunyai kesalahan. 

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau 

peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 
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Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang 

yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu: 

1) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat 

dipertanggungjawabkan dari si pembuat. 

2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis 

pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan 

kurang hati -hati atau lalai. 

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. 

Kemampuan dalam bertanggung jawab merupakan salah satu 

unsur suatu kesalahan yang tidak dapat dipisahkan terhadap dua unsur 

tindak pidana yang lainnya. Kemampuan dalam bertanggung jawab 

diartikan dalam istilah bahasa Belanda ialah Toerekenings vat baar. Inti 

pertanggungjawaban suatu kesalahan di dalam hukum pidana adalah 

petanggungjawaban yang menurut hukum pidana. 

 Istilah asing dari tanggung jawab pidana disebut juga criminal 

responsibility yang mengarah pada tindakan pemidanaan bertujuan untuk 

menentukan seorang tedakwa atau tersangka dapat mempertanggung 

jawabkan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak terjadi. 

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak harus dengan sendirinya 

dapat dipidana, melainkan harus ada tanggung jawab pidana baru dapat 

dipidana.  
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 Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan yang 

menyangkut apakah orang tersebut melakukan tindak pidana dapat 

mempertanggung jawabkan  perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana 

melekat pada orang bukan pada tindak pidana. Dikatakan dapat 

mempertanggungjawabkan apabila orang tersebut mempunyai 

kesalahan. 

 Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat 

diartikan sebagai keadaan psikologis sedemikian rupa, seingga dalam 

penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun 

dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya seorang pelaku tindak 

pidana dikatakan mampu bertanggung jawab apabila: 

1. Mampu mengerti atau mengetahui tindakan akan perbuatannya 

yang bertentangan dengan hukum. 

2. Mampu berkehendak sesuai dengan kesadarannya.12 

Mengenai kemampuan bertanggung jawab adalah sesuatu hal 

yang diperlukan dalam menjatuhkan pidana yang berhubungan dengan 

jiwa seseorang. Tindak pidana terjadi tidak serta merta diikuti pidana 

oleh seorang yang melakukan tindak pidana, melainkan ketika 

menghubungkan suatu perbuatan kepada seseorang yang menjatuhkan 

pidana, namun bila ada keraguan terkait keadaan psikologis seseorang, 

maka perlu diperhatikan tentang ketidakmampuan orang tersebut dalam 

bertanggung jawab dan harus dapat dibuktikan jika perbuatannya tidak 

dapat dipidanakan.13 

 
12 Citra Aditya Bakti, Op. Cit., 296. 
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2001, 146.  
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa 

kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk 

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. 

Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang 

cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam 

-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya 

dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang 

menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.Dalam hal 

ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan 

jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.Jika hasilnya 

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan 

bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan 

pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan. 

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam 

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan 

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena 

jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak 

dipidana ”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu 

disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia 

masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila hakim 

akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus 

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu: 

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang 

sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan 

kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau 
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karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 

menerus. 

2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu 

si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu 

gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, 

dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak 

dapat dikenai hukuman 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang 

baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) 

yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang 

tidak.Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor 

perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang 

tidak.Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang 

tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan 

tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang 

yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut 

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. 

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 
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pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang 

tersebut. 

3.1.2 Sanksi Pidana 

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa 

Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) 

yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam 

bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.14 Pada hakekatnya 

sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang 

senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.15 

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana 

ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian 

erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun 

upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin 

tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan 

hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. 

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat 

dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung 

memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, 

sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan 

tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. 

Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan 

 
14 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 

1980, 83 
15 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, 23. 
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berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan 

dan gangguan pada ketertiban sosial. 

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk 

menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan 

pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna 

mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana 

menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya 

dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar 

hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait 

dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. 

Sanksi pidana menurut Immanuel Kant dalam Teori Absolut 

mengatakan bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada seseorang yang 

melakukan kesalahan dalam kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan 

dapat ditemukan beberapa alasan dalam pembenaran untuk menjatuhkan 

pidana yang cenderung disepakati bahwa ketika seseorang yang 

menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka harus dibuat 

menderita juga sesuai perbuatan yang telah ia timbulkan. 

Kemudian menurut Anselm von Feuerbach dalam Teori Relatif, 

pengertian sanksi pidana itu sendiri ialah bahwa sanksi pidana tersebut 

bukan ditujukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan untuk mencapai 

suatu tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan 

tujuan pemidanaan adalah untuk kemanfaatan dalam mencegah 

timbulnya suatu tindak pidana dengan maksud dapat memperbaiki 

pribadi pelaku. 

Selanjutnya menurut Teori Gabungan, pengertian sanksi pidana 

itu sendiri adalah untuk mengajarkan dalam penjatuhan pidana bertujuan 
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untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku 

yang melakukan tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan 

Teori Pembalasan telah dipandang berat sebelah, sempit dan hanya 

sepihak saja. Menurut Teori Gabungan ini telah mengakui bahwa 

penjatuhan pidana disebut sebagai  pembalasan yang berdasarkan pada 

perbuatan kejahatan.16 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 

sanksi pidana adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam diadakannya hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan 

dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan 

syarat-syarat seseorang dapat dijatuhkan pidana. 

3.2 Daur Ulang 

3.2.1 Pengertian Daur Ulang 

Daur ulang ialah suatu proses untuk mengelola suatu bahan yang sudah 

dipakai atau bekas dijadikan bahan baru yang dapat digunakan kembali. 

Daur ulang dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh bahan atau 

hanya bahan tertentu saja yang dapat diolah kembali. Strategi 

mendaurulang menjadi salah satu pengelolaan sampah yang terdiri dari 

beberapa kegiatan yaitu, pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, 

pendistribusian hingga pembuatan kembali bahan material bekas pakai.17 

 
16 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 

2012, h. 117. 
17 Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, “Pengertian dan Proses 

Daur Ulang” 

(https://sumut.litbang.pertanian.go.id/index.php/en/aktual/info-

teknologi/367-pengertian-dan-proses-daur-ulang, diakses pada tanggal 

24 September 2021 pukul 16.05 WIB). 

https://sumut.litbang.pertanian.go.id/index.php/en/aktual/info-teknologi/367-pengertian-dan-proses-daur-ulang
https://sumut.litbang.pertanian.go.id/index.php/en/aktual/info-teknologi/367-pengertian-dan-proses-daur-ulang
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Secara garis besar, daur ulang adalah sebuah proses dalam 

mengumpulkan sampah, kemudian menyortir, melakukan pembersihan 

hingga proses produksi untuk pembuatan material baru. Ada dasarnya 

pemanfaatan daur ulang ialah semata-mata untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih dari keuntungan sebelumnya.18 

Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai tujuan antara 

lain sebagai berikut: 

1) Mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau 

kerusakan lingkungan. 

2) Mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. 

3) Mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat. 

4) Melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu 

lingkungan tertentu. 

5) Menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat 

di dalam lingkungan. 

Mengurangi sampah anorganik karena sampah anorganik ada 

yang dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan. 

3.2.2 Konsep Daur Ulang 

Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat 

yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, 

pendistribusian dan pembuatan produk / material bekas pakai, dan 

komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga 

adalam proses hierarki sampah 3R (Reuse, Reduce, and Recycle). 

 
18 Ibid., 
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3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti 

menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi 

yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduceberarti mengurangi segala 

sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah 

kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang 

bermanfaat. 

Melakukan 3R (Reuse Reduce Recycle) Setiap Hari. Mengelola 

sampah dengan sistem 3R (Reuse Reduce Recycle) dapat dilakukan oleh 

siapa saja, kapan saja (setiap hari), di mana saja, dan tanpa biaya. Yang 

dibutuhkan hanya sedikit waktu dan kepedulian. 

3.2.3 Konsep Pengoplosan 

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari 

bahasa Belanda,19 yaitu “oplossen” yang berarti “larut”. Di Indonesia 

istilah “oplos” sering dikonotasikan sebagai usaha mencampur dengan 

maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. 

Mencampur adalah memadupankan satu benda dengan satu atau 

beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda 

dengan nama yang lain.20 

Menurut Rahardi Ramelan, mencampur dalam arti kata 

“blending”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam 

perdagangan, khususnya komoditi pertama untuk mendapatkan 

komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, 

 
19 Susi Moeimam dan Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia, Jakarta, 

Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, 23. 
20Goentoer Albertus, “Mencampur”, 

(http://albertusgoentoer,blogspot.com/2009/04/mencampur, diakses 

pada tanggal 2 November 2021 pukul 22.08 WIB) 

http://albertusgoentoer,blogspot.com/2009/04/mencampur
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penggilangan besar melakukan blending untuk mendapatkan kualitas dan 

harga yang tepat dan memakai merek atau brander tertentu untuk 

memudahkan pemasarannya.21 

3.3 Rapid Test 

3.3.1 Pengertian Rapid Test 

Rapid test adalah metode pemeriksaan atau tes untuk 

mendapatkan hasil secara cepat. Pemeriksaan rapid test dilakukan 

dengan menggunakan alat catridge yang berfungsi untuk melihat adanya 

antibody yang berada dalam tubuh seseorang ketika mendapati infeksi 

virus. Tes pemeriksaan dilakukan dalam rangka memilah seorang pasien 

dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan 

cara mengambil sample darah dari jari atau vena. 

Rapid test juga disebut sebagai tes serologi. Di tengah pandemic 

covid-19, rapid test telah digunakan untuk mendiagnosis virus Covid-19 

hingga bisa mencapai 90% dalam mengakurasi dan hanya memerlukan 

waktu 30-60 menit saja untuk mengetahui hasil tes tersebut. Rapid test 

mempunyai kelebihan dan kekurangan, diantara lain kelebihannya 

adalah tes ini sangat cepat dan mudah untuk dilakukan. Sedangkan 

kekurangannya ialah hasil yang keluar dari tes ini tidak bisa dijadikan 

patokan untuk mendiagnosis covid-19. 

3.3.2 Pengertian Alat Rapid Test 

Alat rapid test adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

pemeriksaan rapid test. Dalam melakukan pemeriksaan rapid test 

 
21Rahardi Ramelan, “Oplos Atau Blending”, 

(http://www.leapidea.com/presentation?id=93, diakses pada tanggal 2 

November 2021 pukul 22.36 WIB) 

http://www.leapidea.com/presentation?id=93


29 
 

 
 

membutuhkan sample darah utuh, kemudian hasilnya akan dibaca dari 

alat catridge rapid test yang akan menunjukan hasil positif apabila 

terdapat 2 atau 3 garis berwarna pada huruf C (control) dan huruf IgG 

/ IgM jika alat catridge rapid test menunjukan hasil positif. Kemudian 

hasil dari review penggunaan alat rapid test tersebut akan memiliki 

hasil yang dinilai efektif dalam screening covid-19. 

3.3.3 Macam-Macam Alat Rapid Test 

Selain tes PCR, rapid test juga kerap digunakan sebagai 

pemeriksaan awal atau skrining COVID-19. Sesuai namanya, hasil 

rapid test bisa langsung diketahui dalam waktu yang singkat, 

biasanya hanya sekitar beberapa menit atau paling lama 1 jam untuk 

menunggu hasil pemeriksaan keluar. 

Hingga saat ini, terdapat dua jenis rapid test yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona di dalam 

tubuh pasien, yaitu: 

1) Rapid Test Antigen 

Rapid Test Antigen merupakan penilaian ada atau 

tidaknya protein virus (antigen) COVID-19 pada sampel dari 

saluran pernapasan seseorang. Antigen yang terdeteksi hanya 

bisa diekspresikan saat virus aktif bereplikasi. Oleh karena itu, 

penggunaan alat test tersebut paling baik digunakan untuk 

mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi. 

Kinerja alat Rapid Test Antigen ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain awal munculnya gejala penyakit, 
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konsentrasi virus pada speimen, kualitas spesimen yang diambil 

dan prosesnya, serta formulasi reagen pada alat tes tersebut. 

Sensitivitas dari tes ini diperkirakan 34% hingga 80%. 

Pengerjaan pemeriksaan Rapid Test Antigen ini harus 

disupervisi dan interpretasi oleh dokter spesialis Patologi Klinik, 

Rapid Test Antigen ini dilakukan di laboratorium yang memiliki 

fasilitas Biological Safety Cabinet (BSC) kelas II yang 

dilakukan oleh tenaga terlatih. 

Antigen merupakan suatu zat atau benda asing, misalnya 

racun, kuman, atau virus, yang dapat masuk ke dalam tubuh. 

Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, 

sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat 

kekebalan tubuh (antibodi). Reaksi ini merupakan bentuk 

pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. 

Virus Corona yang masuk ke dalam tubuh akan 

terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen ini juga 

dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Rapid 

test antigen untuk virus Corona dilakukan dengan mengambil 

sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. 

Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan rapid 

test antigen perlu dilakukan paling lambat 5 hari setelah 

munculnya gejala COVID-19. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan 

rapid test antigen virus Corona memiliki tingkat akurasi yang 

lebih baik dibandingkan rapid test antibodi. Akan tetapi, 

https://www.alodokter.com/rapid-test-antigen-ini-yang-harus-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/rapid-test-antigen-ini-yang-harus-anda-ketahui


31 
 

 
 

pemeriksaan rapid test antigen dinilai belum seakurat tes PCR 

untuk mendiagnosis COVID-19. 

Rapid Test Antigen ini memiliki kelebihan dari alat ini 

yaitu mendeteksi komponen virus langsung, baik digunakan 

untuk deteksi pada fase akut, tidak meerlukan spesifikasi 

laboratorium khusus (Biosafety laboratorium / BSL level II), dan 

tidak memerlukan ketrampilan petugas secara khusus dalam 

pengerjaan Rapid Test, kekurangan dari penggunaan Rapid Test 

Antigen ini adalah dengan menggunakan sampel saluran napas 

atas (swab orofaring/nasofaring), ketidakterampilan petugas 

dalam pengambilan spesimen dapat mempengaruhi hasil, 

membutuhkan APD level 3 untuk pengambilan spesimen dan 

ruangan khusus minimal memiliki BSC 2 atau dilakukan di 

tempat terbuka, untuk pengerjaan RDT, memiliki sensitivitas 

yang bervariasi dan uji validasi masih terbatas sehingga belum 

dapat menggantikan posisi RT-PCR. 

2) Rapid Test Antibodi 

Merupakan pemeriksaan serologi antibodi terhadap 

SARS Cov-2. Antibodi akan dihasilkan setelah beberapa hari 

atau minggu setelah terjadinya infeksi virus. Respons tubuh 

menghasilkan antibodi bergantung pada beberapa faktor, antara 

lain usia, status nutrisi, tingkat keparahan penyakit dan 

pengobatan atau infeksi penyakit tertentu yang dapat 

melemahkan sistem imun tubuh. Sebagian besar pasien baru 

memberikan respon antibodi pada pekan kedua setelah 

timbulnya gejala 
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Alat uji cepat antibodi gabungan SARS-CoV-2 IgM-

IgG merupakan immunoassay kualitatif aliran lateral untuk 

penentuan ada atau tidak kedua anti SARS-CoV-2 IgM-IgG 

dalam spesimen manusia (darah utuh dan plasma). Katrid 

pengujian memiliki tiga band deteksi, termasuk band control 

distal yang muncul saat sampel telah mengalir ke ujung strip 

pengujian. Terbentuknya SARS-CoV-2 IgG dan IgM pada alat 

uji, ditunjukkan dengan adanya garis merah atau ungu di daerah 

IgG atau IgM. 

Pada pemeriksaan menggunakan metode 

imunokromatografi dapat memiliki hasil false positif dan false 

negatif. Kemungkinan penyebab terjadinya false positif dapat 

disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang dapat menyebabkan adalah rheumatoid faktor, 

antibodi heterofilik, system komplemen, anti-mouse antibodi Ig, 

dan lisozim, sedangkan untuk faktor eksternal adalah hemolisis, 

waktu penyimpanan yang terlalu lama, specimen yang tidak 

membeku secara sempurna, dan pengaturan cut-off hasil positif. 

Penyebab terjadinya false negatif dapat disebabkan oleh klinis 

dan laboratorium. Penyebab false negatif klinis adalah masa 

awal infeksi dimana antibodi belum terbentuk atau belum 

terdeteksi dan fungsi kekebalan tubuh terganggu, sedangkan 

untuk false negatif laboratorium adalah reagen yang dipilih, 

kondisi laboratorium dan cara pengerjaan tes. 

Rapid Test Antibodi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat dikerjakan 
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oleh semua laboratorium (selama alat pelindung diri tersedia), 

hasil yang cepat, dan disarankan menggunakan sampel dari 

whole blood atau serum, sedangkan untuk kekurangan dari 

metode ini antara lain sensitivitas dan spesifisitas yang 

bervariasi dan memerlukan kehati-hatian dalam 

menginterpretasi hasil baik non reaktif maupun reaktif. 

3.3.4 Cara Penggunaan Alat Rapid Test 

Prosedur penggunaan rapid test antibodi dimulai dengan 

mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke 

alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan 

diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 

10–15 menit setelahnya. 

Hasil rapid test positif (reaktif) menandakan bahwa orang yang 

diperiksa pernah terinfeksi virus Corona. Meski begitu, orang yang sudah 

terinfeksi virus Corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa 

saja mendapatkan hasil rapid test negatif (non-reaktif), karena tubuhnya 

belum membentuk antibodi terhadap virus Corona. 

3.3.5 Bahaya Penggunaan Alat Rapid Test Bekas 

Alat swab antigen bekas mesti langsung dibuang sebagai limbah 

medis yang harus diperlakukan secara khusus. Alat tes wajib dibuang di 

tempat sampah infeksius sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. 

https://www.alodokter.com/cari-tahu-penjelasan-tentang-rapid-test-covid-19-positif-di-sini
https://www.alodokter.com/hasil-rapid-test-covid-19-negatif-apa-artinya
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Perlakuan khusus ini penting karena ada risiko besar dari limbah medis 

bila masyarakat sampai terpapar.22 

Bila seseorang menjalani tes dengan alat swab antigen bekas, 

besar kemungkinan dia terinfeksi virus corona dari orang lain. Ini terjadi 

bila alat tersebut sebelumnya dipakai buat orang yang positif Covid-19. 

Walau alat sudah dicuci dengan alkohol, virus bisa tetap menempel pada 

alat. 

Risiko kesehatan pun lebih luas lantaran orang yang positif 

Covid-19 bisa mendapat hasil negatif dan bepergian ke mana-mana 

sehingga menulari banyak orang lain. Dalam kasus ini, alat swab antigen 

bekas membawa dampak yang lebih besar karena pandemi bisa makin  

 
22 Dokter Spesialis Patologi Klinik, “Cara Membedakan Alat Swab Antigen 

Baru atau Bekas”, (https://primayahospital.com/covid-19/swab-

antigen-bekas/ diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 22.56 

WIB) 


